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Abstract. The increasing development of the implementation of the health care insurance system in Indonesia still often 

occurs pending claims. The purpose of this study was to determine the factors that influence the occurrence of pending 

claims at Muhammadiyah Lamongan Hospital by looking at several components, namely work ability, performance, 

and work motivation. The method used is descriptive quantitative research. This research was conducted at the 

Muhammadiyah Lamongan Hospital in May-July 2023. The population used in this study were all casemix officers 

totaling 6 people. The sample for this study is pending hospitalization claim files from January to March 2023 totaling 

342 files. The reasons for pending claims are due to code discrepancies, membership administration and service 

discrepancies. This is because there is a relationship between motivation and performance, ability and motivation, 

performance and work ability of casemix officers which can affect the occurrence of pending claims. There needs to 

be planning for the implementation of monitoring evaluation as a hospital effort in anticipating pending claims. 

Keywords; Pending hospitalization claims, work effectiveness. 

 
Abstrak. Meningkatnya perkembangan Penyelenggaraan sistem asuransi pelayanan kesehatan di Indonesia masih sering 

terjadi pending klaim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya 

pending klaim di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dengan melihat beberapa komponen yaitu kemampuan 

kerja, kinerja, dan motivasi kerja. Metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini 

dilakukan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan pada bulan Mei-Juli tahun 2023. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh petugas casemix sejumlah 6 orang. Sampel penelitian ini adalah berkas pending 

klaim rawat inap pada bulan Januari hingga Maret 2023 sejumlah 342 berkas. Alasan terjadinya pending klaim karena 

ketidaksesuaian kode, ketidaksesuaian administrasi kepesertaan dan pelayanan. Hal ini dikarenakan adanya hubungan 

motivasi dengan kinerja, kemampuan dengan motivasi, kinerja dengan kemampuan kerja petugas casemix yang dapat 

mempengaruhi terjadinya pending klaim. Perlu adanya perencanaan pelaksaanaan monitoring evaluasi sebagai upaya 

rumah sakit dalam mengantisipasi terjadinya pending klaim. 

Kata Kunci; Pending klaim rawat inap, efektivitas kerja.

I. PENDAHULUAN  

Perkembangan sistem asuransi pelayanan kesehatan di Indonesia terus meningkat. Penyelenggaraan sistem 

penjaminan akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat diwujudkan dalam penerapan progam 

Jaminan Kesehatan [1]. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 47 tahun 2021 rumah sakit sebagai institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui unit gawat 

darurat, rawat jalan dan rawat inap. Penerapan progam jaminan kesehatan masyarakat menggunakan mekanisme 

asuransi kesehatan sosial dapat diperoleh setiap individu yang telah membayar iuran secara berkala, atau iurannya 

dibayarkan oleh pemerintah apabila terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) [2]. Menurut Permenkes 

Nomor 28 tahun 2014 dalam pedoman praktis administrasi klaim fasilitas pelayanan kesehatan menyebutkan, agar 

rumah sakit memperoleh tuntutan imbalan jasa pelayanan kesehatan pasien, sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut 

harus melakukan verifikasi klaim.  

Proses pengajuan klaim kepada pihak BPJS tentunya sangat penting, untuk mendapatkan biaya ini fasilitas 

kesehatan yang bekerjasama dengan pihak BPJS harus mampu mengajukan klaim peserta jaminan kesehatan setiap 

bulannya secara reguler dengan tenggang waktu paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Proses pengajuan 

klaim perlu disertakanya berkas-berkas persyaratan yang lengkap sesuai prosedur verifikasi BPJS Kesehatan. Klaim 

BPJS adalah permintaan imbalan atas jasa pelayanan perawatan pasien yang diberikan rumah sakit melalui tenaga 

kerja baik dokter, perawat, apoteker, laboran, dan tenaga medis lainnya untuk mendapatkan biaya ganti perawatan dan 

pemeriksaan pasien [3]. Klaim yang ditagihkan akan dilakukan pengecekan oleh verifikator BPJS yang bertujuan 

untuk menguji kebenaran administrasi pertanggung jawaban pelayanan yang telah dilakukan oleh fasilitas pelayanan 

kesehatan kepada pasien. Pihak BPJS berkewajiban untuk melakukan pembayaran biaya ganti perawatan peserta BPJS 

kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan selambat-lambatnya 15 hari sejak berkas klaim diterima lengkap oleh 
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kantor BPJS kesehatan cabang, kantor operasional kabupaten maupun kota. Tagihan pembayaran klaim BPJS yaitu 

menggunakan sistem INA-CBGs atau singkatan dari Indonesia case base groups sebagai klasifikasi diagnosis dan 

prosedur dilihat berdasarkan ciri klinis. Aplikasi yang digunakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengajukan 

klaim kepada pemerintah menggunakan aplikasi E-klaim. Biaya ganti perawatan pasien disesuikan dengan diagnosis 

atau kasus dalam sistem INA-CBGs yang relatif sama [4]. Sistem INA-CBGS mempunyai tarif kelompok 1.077, 789 

merupakan kode yang digunakan untuk grup/kelompok rawat inap dan 288 digunakan untuk kode grup/kelompok 

rawat jalan. Penegakan sistem kode diagnosa dengan menggunakan ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9CM untuk 

prosedur/tindakan. Pola yang diselenggarakan BPJS kesehatan dalam pembayaran jaminan kesehatan menggunakan 

sistem INA-CBG’S dengan memastikan ketepatan diagnosis dan prosedure terhadap penagihan yang diajukan 

menggunakan ICD-10 dan ICD-9CM [5].  

Proses pengajuan klaim BPJS memerlukan beberapa dokumen yang harus diserahkan oleh pihak rumah sakit 

kepada BPJS sebagai bukti pelayanan terutama kelengkapan dokumen. Pengajuan administrasi pasien rawat inap 

meliputi surat eligibilitas peserta (SEP), tanda tangan dan keterangan dokter yang bertanggung jawab, serta informasi 

rekam medis [6]. Pengajuan berkas klaim apabila terjadi kesalahan maka berkas akan dikembalikan untuk dilakukan 

direvisi dan kemudian dapat diajukan kembali. Permasalahan yang terjadi di rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan 

tingkat lanjut adalah terjadinya pending atau tertundanya pengajuan klaim. Faktor yang menyebabkan pengembalian 

berkas pengajuan klaim ke BPJS seperti terjadinya ketidaksesuaian kode diagnosis pada resume medis dengan lembar 

catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT), sehingga pihak verifikator BPJS akan menunda proses klaim dan 

meminta petugas verifikator rumah sakit untuk melakukan revisi atau perbaikan. Kejelasan penulisan dan kelengkapan 

penulisan diagnosa dapat mempengaruhi ketepatan pemberikan kode sehingga tingkat ketelitian petugas koder sangat 

penting. Diagnosa yang sesuai bisa mendapatkan kode data yang sesuai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnia 

(2022), faktor pemicu yang dapat mempengaruhi pending pasien rawat inap di Rumah Sakit Charitas Hospital Kenten 

Palembang diantaranya, kelengkapan dokumen klaim administrasi, kelengkapan berkas klaim kualitas kode diagnosa, 

dan efektifitas teknologi [7]. Proses verifikasi klaim di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan setiap bulannya 

masih ditemui berkas yang mengalami pending. 

Tabel 1. Rekapitulasi pending klaim rawat inap Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 2022 
No. Bulan Tahun Verifikasi 

Pending 

Jumlah 

berkas 

pending 

Berkas 

terverifikasi 

layak 

Jumlah berkas 

Terverifikasi 

RI RJ RI RJ 

1. September 2022 87 644 731 800 5.199 5.999 

2. Oktober 2022 123 251 371 917 5.905 6.822 

3. November 2022 200 268 468 714 6.087 7.028 

Sumber: data klaim rawat inap tahun 2022 

 

Pada tabel 1 diatas merupakan rekapitulasi data berdasarkan dari hasil observasi awal penelitian di unit 

casemix, proses verifikasi klaim di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan pada bulan September telah diperoleh 

hasil verifikasi klaim dengan hasil berkas rawat inap layak sebanyak 800 berkas dan berkas pending sebanyak 87 

berkas atau (11%), sedangkan pada bulan Oktober Tahun 2022 telah diperoleh hasil verifikasi klaim dengan hasil 

berkas rawat inap layak sebanyak 917 berkas dan berkas pending sebanyak 123 berkas atau (13%). Untuk proses 

verifikasi klaim pada bulan November Tahun 2022 telah diperoleh hasil verifikasi dengan hasil berkas rawat inap 

layak sebanyak 941 kasus dan berkas pending sebanyak 200 berkas atau (21%). Adapun berkas dikembalikan karena 

ketidak lengkapan berdasarkan administrasi kepesertaan pasien, administrasi pelayanan belum layak, serta pemberian 

kode diagnosis dan prosedur tindakan yang belum tepat. Terjadinya persoalan ketidaksesuaian akibat kode diagnosa 

masih ditemui, hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya pending klaim [8]. Tingkat akurasi kode 

diagnosa klinis dijadikan penentu dalam pembiayaan rumah sakit semenjak berlakunya prosedur pembayaran 

prospektif (prospective payment system) dengan pola casemix [9]. Terjadi kejadian kesalahan kode, maka bisa 

berpengaruh terhadap terjadinya penolakan tarif. Oleh karena itu proses pengodean tersebut perlu diperhatikan, karena 

jika ditemui kesalahan pada bagian informasi rekam medis bisa menyebabkan kesalahan pada kode diagnosis sehingga 

mengalami selisih tarif klaim [10].  

Berdasarkan studi pendahuluan yang didapatkan oleh Santiasih (2021), pada periode bulan Januari – 

Desember tahun 2019 telah didapati 2.223 jumlah klaim rawat inap yang diajukan dan berkas klaim yang dikembalikan 

pada bulan Maret 2020, kemudian dilakukan peninjauan kembali pada bulan Februari 2021 masih ditemukan 

permasalahan di bagian pengajuan administrasi yang dikembalikan selama satu tahun [1]. Survei awal penelitian yang 

dilakukan oleh Sabilu (2021), pada 30 dokumen klaim terdapat 17 berkas (56%) dan 13 berkas (43%) masih belum 

lengkap. Terjadinya ketidaklengkapan karena masih ditemui berkas pemeriksaan penunjang yang tidak di isi, ketidak 

kelengkapan adminstrasi juga di temui karena tidak adanya fotokopi kartu peserta BPJS, fotokopi indentitas (KTP), 

kartu keluarga (KK), dan resume medis yang belum ditanda tangani dokter, serta belum lengkapnya format pasien 
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pulang [11]. Pada penelitian Nuraini (2019), penanganan pending klaim Rumah Sakit Citra Husada Jember bulan 

Agustus-Desember 2017 sebanyak 51 berkas klaim rawat jalan yang tertunda atau sekitar 10 berkas klaim perbulan 

dan untuk berkas klaim rawat inap yang tertunda sebanyak 145 atau perbulan sekitar 29 berkas klaim [12]. Proses 

pengajuan klaim besar kemungkinan masih mengalami pengembalian berkas, akibatnya bisa merugikan rumah sakit 

terutama rumah sakit dibawah naungan pemerintah yang memiliki jumlah pasien yang relatif banyak. Menurut 

Santiasih (2021), adanya sistem INA-CBGs menjadikan dokter, koder, dan verifikator memiliki kedudukan yang 

sangat penting  karena memiliki hubungan yang saling berkaitan [1]. Penelitian yang dilakukan oleh Sahir (2022), 

Karena perbedaan persepsi petugas koder rumah sakit dengan petugas verifikator BPJS kesehatan terhadap aturan atau 

kaidah kode diagnosa klaim yang berlaku. Seringkali berubahnya Regulasi terkait kode diagnosa BPJS mewajbkan 

seorang koder agar dapat mengikuti regulasi yang ada [13] 

Berdasarkan adanya suatu masalah yang sering dihadapi oleh fasilitas pelayanan dalam melakukan klaim 

BPJS kesehatan yang dapat berdampak pada pendapatan dana kas rumah sakit terganggu. Kejadian tersebut dapat 

terjadi karena pembayaran yang seharusnya terklaim tidak sesuai, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi 

kegiatan pelayanan dan pembiayaan [4]. Terjadinya pembayaran klaim yang tertunda dapat memberatkan pihak rumah 

sakit yang  membutuhkan aliran dana untuk kompensasi dan operasional pegawai setiap bulan [12]. Penelitian yang 

dilakukan oleh Agiwahyuanto (2018), terjadinya pending klaim memiliki pengaruh besar terhadap indikator mutu tim 

jaminan kesehatan. faktor penting yang menetapkan klaim diterima atau ditolak adalah akurasi kode diagnosis dan 

Tindakan medis [14]. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul analisis faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pending klaim di Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan. 

II. METODE 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

pending klaim di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga Juli 2023. 

Populasi pada penelitian ini adalah sejumlah petugas casemix sebanyak 6 orang. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik total simple sampling yakni seluruh berkas pending klaim rawat inap pada bulan 

Januari hingga Maret sejumlah 342 berkas. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah pending 

klaim, sedangkan variabel independennya adalah kemampuan kerja, kinerja dan motivasi kerja.  

Teknik dan prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan berkas pending klaim rawat inap dan 

kueisoner yang berisikan tentang pernyataan mengenai varibel-variabel yang telah ditentukan. Responden diminta 

untuk memberikan jawaban/tanggapan dari pernyataan atau pertanyaan yang diberikan oleh penulis. Indikator variabel 

yang digunakan penulis memiliki bentuk uraian jawaban beberapa item pernyataan yang memiliki skor pertimbangan 

bobot 1-5 dengan keterangan 1 sangat tidak setuju (STS), 2 tidak setuju (TS), 3 netral (N), 4 setuju (S), 5 sangat setuju 

(ST). Kuesioner dibagikan melakui google form. Analisis pengolahan data pada penelitian ini dengan cara perhitungan 

nilai kuesioner yang disajikan dalam tabel tabulasi kemudian di deskripsikan. Kerangka konseptual yang digunakan 

pada penelitian ini menggunakan teori Robbins untuk menganalisis efektivitas kerja berdasarkan kinerja, kemampuan 

dan motivasi [15]. Gambaran kerangka penelitian ini untuk mengetahui gambaran antara motivasi kerja dengan 

kinerja, gambaran kemampuan kerja dengan motivasi kerja. Gambaran kinerja dengan kemampuan kerja yang dapat 

menggambarkan efektivitas kinerja seseorang terhadap terjadinya pending klaim [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Gambar 2 Kerangka Konseptual Penelitian 

Sumber: Teori Robbins [17]. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan masih memiliki kejadian pending klaim. Data pending klaim yang 

diambil peneliti adalah data rawat inap pada bulan Januari - Maret 2023. 

 

3.1 Gambaran Rekapitulasi Pending Klaim Rawat Inap di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

 

  
Grafik 3.1 Rekapitulasi pengembalian klaim rawat inap  

Sumber: data klaim rawat inap tahun 2023 

 

Dapat dilihat dari grafik diatas jumlah berkas klaim rawat inap yang mengalami status pending pada bulan 

Januari - Maret tahun 2023 dengan jumlah pending 342. Adapun sebab pengembalian berkas pending klaim 

rawat inap oleh verifikator BPJS sebagai berikut: 

 

3.1.1 Gambaran Faktor Pending Klaim Berkas Rawat Inap Berdasarkan Ketidaksesuaian Kode di Rumah 

Sakit Muhammadiyah Lamongan 

 

Tabel 3.1. Ketidaksesuaian kode 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 di atas menunjukan hasil analisis pengembalian berkas klaim rawat inap berdasarkan 

ketidaksesuaian kode pada tahun 2023 bulan Januari 31 (34.8%). Februari 30 (33.7%) dan bulan Maret 28 

(31.5%) dengan total keseluruhan ada 89 (100%) berkas yang mengalami pengembalian berkas karena 

permintaan perbaikan ketepatan kode diagnosis utama dan sekunder. Faktor penting sebagai penentu klaim 

diterima ataupun ditolak dapat diketahui berdasarkan tingkat akurasi kode diagnosis [14]. Penelitian yang 

dilakukan Kusumawati (2018), alasan pengembalian berkas klaim rawat inap, disebabkan belum terdapat 

diagnosa di resume medis tidak ditunjang oleh pemeriksaann penunjang, kode gabung pada diagnosa dikode 

terpisah, input kode tidak sesuai dengan aturan [18].  

Aturan yang sering kali berubah-ubah menyebabkan terjadinya pending klaim berdasarkan faktor 

ketidaksesuaian kode. Hal tersebut dapat terjadinya karena perbedaan persepsi aturan kode diagnosa antara 

koder rumah sakit dengan verifikator BPJS terkait kode penyakit atau tindakan. Diagnosa utama pada ranah 

klinis medis dapat mengacu berdasarkan patofisiologi yang menjadi dasar kasus perkembangan kondisi 

pasien, serta berdasarkan kesesuaian pemeriksaan penunjang [19]. Terjadinya perbedaan persepsi petugas 

koder rumah sakit dengan verifikator BPJS ini bisa terjadi, walaupun pedoman dasar yang digunakan sama 

dalam penentuan diagnosis primer maupun sekunder dengan menggunakan aturan kode menggunakan ICD-

10 dan kode tindakan ICD-9CM. Terjadinya diagnosis yang belum disertai berkas pendukung atau ketidak 

jelasan informasi bisa menjadikan koder tidak tepat dalam menegakkan diagnosis, apabila terdapat diagnosis 
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belum disertai hasil pemeriksaan yang sesuai atau tidak tersedia berkas tersebut akan mengalami pending 

[20]. Berkas yang terpending akan dikembalikan kepada pihak rumah sakit untuk dilakukan revisi. 

Sehubugan penelitian Pulpilasari (2022), sikap merupakan bagian terpenting dalam kinerja karyawan, 

sehingga dapat dikatakan bahwa sikap menjadi salah satu fakfor yang bisa mempengaruhi pengkodean [21]. 

Sikap secara nyata dapat menunjukan adanya dorongan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Perlunya 

pembuatan SOP (standar operasional prosedur) terkait tata cara pengkodean kode diagnosis sebagai upaya 

penyelesaian masalah terkait pending klaim. 

 

3.1.2 Gambaran Faktor Pending Klaim Berkas Rawat Inap Berdasarkan Ketidaksesuaian Administrasi 

Kepesertaan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

 

Tabel 3.2. Ketidaklengkapan berkas administrasi kepesertaan klaim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 3.2 diatas menunjukan hasil analisis data kelengkapan berkas klaim rawat inap, 

dengan melihat berdasarkan sesuai atau tidak sesuainya lembar formulir yang menjadi penentu syarat 

pengajuan berkas klaim rawat inap. Adapun data yang di dapatkan peneliti selama melakukan penelitian di 

Rumah Sakit Muhammadiyah lamongan bahwa pengembalian dokumen klaim rawat inap dengan melihat 

faktor ketidak kelengkapan berkas administrasi kepesertaan klaim selama tiga bulan. Pada bulan Januari 

terdapat 68 (41.2%) bulan Februari mengalami penurunan jumlah terdapat 49 (29.7%) dan pada bulan Maret 

terdapat 48 (29.1%). Terjadinya pengembalian berkas klaim yang mengalami ketidaksesuaian administrasi 

ini karena beberapa faktor diantaranya lampiran penunjang yang belum sesuai pada berkas rekam medis 

rawat inap.  

Hasil penunjang yang belum sesuai karna terdapat salah satu dari lembar hasil pemeriksaan 

laboratorium dan hasil pemeriksaaan penunjang lain yang belum di lampirkan saat proses pengajuan berkas 

klaim. Belum lengkapnya lembar formulir tersebut dapat mengakibatkan faktor pengembalian dokumen 

klaim [22] . Hasil penelitian yang dilakukan oleh irmawati (2018), jika petugas verifikator BPJS menemukan 

ketidak lengkapan lembar peryaratan administrasi klaim, maka dapat menyebabkan pengembalian berkas 

klaim rawat inap [23]. Verifikator BPJS kesehatan hendak melakukan pembenaran kepada petugas klaim 

rumah sakit abila tidak didapati file keterangan pendukung administrasi kepesertaan. Dilakukan perbaikan 

kelengkapan berkas persyaratan pengajuan klaim kepada verifikator rumah sakit apabila tidak ditemukan 

adanya bukti-bukti pendukung. 

 

3.1.3 Gambaran Faktor Pending Klaim Berkas Rawat Inap Berdasarkan Ketidaksesuaian Administrasi 

Pelayanan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

 

Tabel 3.3. Ketidaksesuaian administrasi pelayanan 

No Ketidaksesuaian Administrasi 

Pelayanan 

f Presentase 

1. Januari 20 22,0% 

2. Februari 25 27,5% 

3. Maret 46 50,5% 

 Total 91 100% 

 

Berdasarkan tabel 3.3 diatas merupakan hasil rekapitulasi data selama periode tahun 2023 pada bulan 

Januari terdapat 20 (22.0%) bulan Februari 25 (27.5%) dan bulan Maret mengalami kenaikan sebanyak 46 

(50.5%) dengan total keseluruhan terdapat 91 berkas yang mengalami ketidaksesuaian administrasi 

pelayanan. Melihat alasan pengembalian berkas administrasi pelayanan di Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan terjadi karena readmisi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agiwahyuanto (2021), readmisi 

merupakan kejadian ketika pasien yang pernah dirawat, kemudian pasien kembali mendapatkan perawatan 

di rumah sakit dalam kurun waktu yang berdekatan [24]. Terjadinya kasus readmisi menyebabkan 

No Ketidak Lengkapan Berkas 

Administrasi Kepesertaan 

f Presentase 

1. Januari 68 41,2% 

2. Februari 49 29,7% 

3. Maret 48 29,1% 

 Total 165 100% 
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pengembalian berkas klaim rawat inap dan dapat dianggap satu episode dengan kunjungan sebelumnya. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh karima (2018), beberapa faktor penyebab verifikasi administrasi 

pelayanan yang tidak lolos didominasi berdasarkan episode perawatan, konfirmasi kronologi kasus pasien 

apakah dapat ditanggungkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional, penegakan diagnosa, konfirmasi tanggal 

keluar masuk, dan kelengkapan berkas klaim, kurang jelasnya indikasi rawat inap dan tidak adanya laporan 

atau lembar bukti pelayanan. Hal tersebut dapat dilakukan perbaikan, seperti tidak adanya lembar atau 

laporan bukti pelayanan dengan melampirkan kembali laporan yang kurang jelas [25]. 

 

3.2 Gambaran Pendidikan Petugas Casemix di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

Berdasarkan data yang di dapatkan dari 6 Responden petugas casemix Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokan, berdasarkan klasifikasi Responden yang 

digunakan pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4. Gambaran jenjang pendidikan terakhir dari responden petugas casemix  

Pendidikan F Persentase % 

SMA 1 16,7 % 

D3 5 83,3 % 

Total 6 100  

  

 Tabel 3.4 diatas menunjukan bahwa Responden dengan Pendidikan terakhir lulus jenjang pendidikan SMA 

terdapat 1 orang (16,7%). Jengjang pendidikan D-III terdapat 5 orang (83,3%). Data diatas dapat dinyatakan 

bahwasanya jumlah Responden yang paling banyak adalah yang berpendidikan D3. Hasil analisa peneliti 

mengenai kesesuaian kualifikasi pendidikan petugas casemix Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sudah 

sesuai dengan berlatar belakang pendidikan D-III rekam medis. Namun, masih terdapat 1 petugas yang masih 

belum sesuai karena tamatan SMA. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi mardiawati (2021), petugas 

yang melakukan verifikasi kode adalah petugas yang berprofesi sebagai perekam medis, karena wewenang 

seorang perekam medis saat melakukan klasifikasi klinis penyakit, tindakan medis, dan pemberikan kode suatu 

penyakit dapat sesuai dengan terminologi medis yang benar [19]. 

 

3.3 Gambaran Usia Petugas Casemix di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

Tabel 3.5. Gambaran penggolongan usia responden petugas casemix  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 3.5 diatas menunjukan bahwasanya karakteristik Responden petugas casemix Rumah Sakit 

Muhammadiyah lamongan. Berdasarkan usia pada penelitian ini sebanyak 6 karyawan menempati usia 25-30 

sebanyak 2 (33.3%). Karyawan yang berusia 31-35 terdapat 1 (16.7%). Karyawan dengan usia 36-40 terdapat 3 

(50.0%). dari data diatas dinyatakan bahwa jumlah Responden yang paling banyak berdasarkan usia adalah 

antara 36-40 tahun. 

 

3.4 Gambaran Masa Kerja Petugas Casemix di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

 

Tabel 3.6 gambaran masa kerja responden petugas casemix  

Lama kerja F Presentase% 

1-5 Tahun 1 16,7% 

6-10 Tahun  2 33,3% 

>10 Tahun 3 50,0% 

Total 6 100% 

 

Tabel 3.6 diatas menunjukan bahwasanya Responden petugas casemix Rumah Sakit Muhammadiyah lamongan, 

1 Responden dengan masa kerja 1-5 (16,7%). Terdapat 2 Responden memiliki masa kerja 6-10 (33.3%). Responden 

yang bekerja >10 tahun terdapat 3 (50.0%). Data diatas dapat disimpulkan bahwasanya masa kerja Responden yang 

Usia F presentase 

25-30 2 33,3% 

31-35 1 16,7% 

36-40 3 50,0% 

Total 6 100% 
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paling banyak adalah >10 tahun. Masa kerja ialah tenggang waktu seseorang karyawan dalam memberikan tenaganya 

di tempat dimana ia bekerja sehingga akan menghasilkan produktivitas yang baik. Masa kerja yang dimiliki oleh 

petugas dapat mempengaruhi kinerja petugas itu sendiri. Petugas yang mempunyai pengalaman kerja cukup lama 

cenderung memiliki pengalaman yang baik, sehingga mampu berpotensi lebih dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya [25]. Pengalaman kerja yang dimiliki seorang koder dilihat dari masa kerja yang cukup lama 

berpotensi dapat menimimalisir terjadinya pending. 

 

3.5 Gambaran Motivasi Kerja dengan Kinerja Petugas Casemix Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

 

Tabel 3.7. Gambaran motivasi dengan kinerja petugas casemix 

Motivasi 

Kinerja 

Total Netral Setuju 

N % N % 

Setuju 1 20,0% 4 80,0% 5 (100%) 

Sangat Setuju 0 0,0% 1 100% 1 (100%) 

Total 1 16,7% 5 83,5% 6 (100%) 

 

Berdasarkan tabel 3.7 Gambaran variabel motivasi dengan kinerja petugas casemix dapat diketahui 

berdasarkan tabel crosstab diatas, bahwa kinerja Responden yang berpendapat netral dan setuju terhadap motivasi 

yaitu 1 (20,0%) digambarkan melalui adanya fasilitas keamanan dan keselamatan kerja, diantaranya petugas 

mendapatkan jaminan asuransi kesehatan sehingga dapat memotivasi agar petugas dapat bekerja lebih baik. 

Responden berpendapat kinerja setuju dengan motivasi setuju yaitu 4 (80,0%) digambarkan melalui perlu adanya 

pelatihan dan pengembangan yang diberikan pihak rumah sakit dapat memotivasi petugas dalam meningkatkan 

kinerja. Petugas mampu mempelajari hal baru untuk dapat meningkatkan prestasi dalam bekerja. Petugas merasa 

setuju dan merasa senang jika mendapatkan perhargaan atas apa yang telah di kerjakan. Pemberian kesempatan 

untuk mengikuti pelatihan dapat memotivasi petugas agar dapat bekerja dengan baik. 

Responden dengan kinerja setuju terhadap motivasi sangat setuju yaitu 1 (100%) digambarkan bahwa petugas 

merasa senang memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja. Motivasi merupakan salah satu faktor psikologis 

yang kemungkinan bisa menjadi sebab terjadinya pending. Pemberian fasilitas berupa keamanan, keselamatan 

serta kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan merupakan upaya yang dapat diberikan oleh menejemen rumah 

sakit dalam meningkatkan motivasi kerja. Meningkatkan kompetensi ilmu pengetahuan dapat ditingkatkan 

dengan mengkuti pelatihan yang sesuai kebutuhan, seperti mengikuti pelatihan progam Jaminan Kesehatan 

Nasional sehingga petugas bisa menambah ilmu pengetahuan agar dapat menyelesaikan pekerjaanya dengan baik 

[26].  

Adanya reward yang diberikan oleh manajemen rumah sakit terhadap petugas dapat meningkatkan motivasi 

petugas agar bekerja lebih giat atas pekerjaan yang ia lakukan. Namun, tidak adanya punishment disetiap kelalaian 

yang dilakukan oleh petugas bisa menyebabkan tingginya angka kesalahan penetapan kode diagnosa dan 

rendahnya kepatuhan dalam melengkapi berkas peryaratan klaim yang merupakan salah satu sebab terjadinya 

pending klaim. Tingginya kompetensi yang dikuasai oleh petugas maka kinerja yang dihasilkan dapat mencapai 

target yang di harapkan, dan sebaliknya apabila kompetensi yang dimiliki petugas rendah maka pekerjaan yang 

dihasilkan belum tentu maksimal. Manajemen rumah sakit perlu memperhatikan motivasi karyawan terhadap 

kemampuan yang dapat menjadi faktor dalam meningkatkan kinerja di rumah sakit, terutama terkait terjadinya 

pending klaim BPJS kesehatan.  

 

3.6 Gambaran Kemampuan dengan Motivasi Kerja Petugas Casemix Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan 

Tabel 3.8. Gambaran kemampuan dengan motivasi kerja petugas casemix  

Kemampuan 

Motivasi 

Jumlah Setuju Sangat Setuju 

N % N % 

Setuju 5 100% 0 0,0% 5 (100%) 

Sangat Setuju 0 0,0% 1 100% 1 (100%) 

Total 5 83,3% 1 16,7% 6 (100%) 

 

Tabel 3.8 Gambaran variabel kemampuan dengan motivasi petugas casemix dapat diketahui berdasarkan 

tabel crosstab bahwa Responden yang berpendapat motivasi setuju dengan kemampuan setuju yaitu 5 (83,3%) 

digambarkan melalui petugas yang memiliki kemampuan dalam bekerjasama dengan rekan kerja yang lain 
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sebagai upaya menyelesaikan pekerjaan. Petugas mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu yang 

telah ditentukan, karena jenis pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan pengalaman, keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki di bidang klaim. Petugas mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang 

dibebankan serta melakukan pekerjaan dengan hasil yang rapi [27].  

Responden berpendapat memiliki kemampuan sangat setuju dengan motivasi sangat setuju yaitu 1 (16,7%) 

digambarkan dengan petugas mampu menguasi pekerjaan sesuai dengan jobdisk pekerjaanya. Berdasarkan 

kriteria tersebut pada variabel kemampuan dengan motivasi kerja Responden petugas casemix memiliki motivasi 

terhadap kemampuan kerjanya. Kemampuan petugas dapat melakukan komunikasi dengan baik antar petugas 

yang lain, hal ini menunjukan bahwa variabel kemampuan kerja dengan motivasi berpengaruh terhadap 

terjadinya pending klaim. Perilaku nyata ditunjukan bahwa petugas berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan 

yang didasarkan ketrampilan, kemampuan, dan pengetahuan dari profesi petugas tersebut [28]. Kejadian pending 

klaim sangat berkaitan dengan kemampuan petugas yang dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor 

diantaranya latar belakang pendidikan, sikap, pengalaman kerja, kepemimpinan, dan motivasi petugas. Perilaku 

nyata ditunjukan bahwa petugas berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan yang didasarkan ketrampilan, 

kemampuan, dan pengetahuan dari profesi petugas tersebut [29].  

Proses pengajuan klaim sangat dipengaruhi dengan lengkap dan tidaknya berkas yang diajukan. 

Ketidaktelitian merupakan bagian dari sikap petugas casemix dalam melengkapi kekurangan berkas persyaratan 

klaim yang dapat mempengaruhi terjadinya pending. Hal ini dibuktikan bahwa alasan pengembalian berkas 

klaim karena tidak lengkapnya hasil pemeriksaan penunjang, dapat diketahui pada lampiran berita acara hasil 

pengembalian berkas (BAPB) klaim yang diberikan petugas verifikator BPJS kesehatan kepada verifikator 

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Status pending yang terjadi dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan 

kaidah dan regulasi yang sesuai. Pengajuan berkas pending dapat diajukan kembali pada bulan pelayanan 

selanjutnya selambat-lambatnya 6 bulan masa kadaluarsa klaim. 

 

3.7 Gambaran Kinerja dengan Kemampuan Petugas Casemix Rumah Sakit Muhammadiayah Lamongan 

 

Tabel 3.9. Gambaran kinerja dengan kemampuan kerja petugas casemix  

Kinerja 

Kemampuan 

Jumlah Setuju Sangat Setuju 

N % N % 

Netral 1 100% 0 0,0% 1 (100%) 

Setuju 4 80,0% 1 20,0% 5 (100%) 

Total 5 83,3% 1 16,7% 6 (100%) 

 

Tabel 3.9 Gambaran variabel kinerja dengan kemampuan petugas casemix dapat diketahui berdasarkan tabel 

crosstab bahwa Responden yang berpendapat memiliki kemampuan setuju dengan kinerja netral yaitu 1 (16,7%) 

digambarkan petugas selalu mempelajari hal baru untuk dapat meningkatkan prestasi dalam bekerja. Pendapat 

Responden memiliki kemampuan setuju dengan kinerja setuju 4 yaitu (80,0%) digambarkan melalui petugas 

mampu menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan dengan kualitas kerja yang baik pada pekerjaan yang 

dikerjakan. Mampu berkomunikasi dengan sesama rekan kerja dalam melaksanakan pekerjaan, dan memiliki 

inisiatif dalam mengerjakan pekerjaan tanpa perintah atau pengawasan. Kedisiplinan petugas dapat diketahui 

karna jarang absen kerja jika tidak dalam keadaan urgent dan mampu menyelesaikan target pekerjaan yang 

diberikan. Petugas casemix dapat bekerja sesuai instruksi atasan dengan standar prosedur verifikasi klaim yang 

diterapkan Rumah Sakit Muhamadiyah Lamongan.  

Responden berpendapat memiliki kemampuan sangat setuju dengan kinerja setuju yaitu 1 (16,7%) 

digambarkan bahwa petugas bersedia melakukan jam tambahan atas perintah atasan. Berdasarkan hasil tabel 

crosstab menjelaskan antara kinerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh petugas casemix dalam 

menyelesaikan pekerjaanya. Tingkat pendidikan yang pernah ditempuh seseorang dapat mempengaruhi tingkat 

kemampuan orang tersebut dalam bekerja. Analisis yang dilakukan dengan dilihat berdasarkan tingkat 

pendidikan yang dimiliki oleh petugas casemix telah memenuhi standart profesi seorang perekam medis dalam 

melaksanakan pekerjaan terkait keahlian dan keterampilan terhadap layanan kesehatan. Kepuasan pekerja dapat 

mengacu pada sikap dan perilaku yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan sebagai bentuk ungkapan dalam 

diri seseorang [30]. Pendidikan seorang koder berpengaruh terhadap pengetahuan, semakin tinggi tingkat 

pendidikan yang dimiliki seseorang [31]. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh petugas yang terlibat 

dalam pengurusan proses klaim dapat mempengaruhi tercapainya kinerja yang baik, maka diperlukan petugas 

yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan pekerjaannya [16]. Hasil pengisian kuesioner masih 

terdapat Responden yang memiliki latar belakang SMA, yang tentu saja belum sesuai dengan kompetensi 
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seorang perekam medis. Sesuai dengan standart pelayanan rekam medis, maka fasilitas dan pelayanan kesehatan 

perlu meningkatkan pengetahuan terminology medis, anatomi dan fisiologi penyakit masih kurang sehingga 

koder belum optimal dalam penentuan kode secara akurat. 

Kinerja yang dicapai oleh seseorang petugas dalam melakukan tugas yang dibebankan kepada petugas yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Kemampuan yang dimiliki petugas untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan dengan tepat waktu. Dapat diketahui bahwa setiap bulan paling 

lambat tanggal 10 petugas dapat mencapai target pengajuan verifikasi klaim dan selalu melalukan komunikasi 

pada sesama rekan kerja apabila terjadapat permasalahan, hal tersebut merupakan bentuk dari penerapan kinerja 

yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Muhammadiyah lamongan. Namun, kurangnya pelatihan dapat 

mempengaruhi ketepatan kode diagnosa. Tidak tepatnya dalam pemberian kode diagnosa dapat diketahui 

berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 

VII. SIMPULAN 

1. Hasil penelitian pengembalian berkas klaim Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang menyebabkan 

pending pada bulan Januari – Maret 2023 disebabkan karna ketidaksesuaian kode diagnosis, ketidak 

lengkapan syarat administrasi kepesertaan dan pelayanan. Terjadinya ketidaksesuaian kode diagnosis bukan 

semata kesalahan koder, akan tetapi karena perbedaan persepsi antara petugas verifikator rumah sakit dengan 

verifikator BPJS. Indikasi ketidak lengkapan berkas administrasi kepesertaan disebabkan kurangnya data 

pendukung hasil pemeriksaan pelayanan medis. Ketidaksesuaian bekas administrasi pelayanan dikarenakan 

pasien berpotensi terjadi readmisi sehingga menyebabkan klaim mengalami pending. Perlunya monitoring 

dan evaluasi dari menejemen rumah sakit untuk kelangsungan proses klaim, serta adanya SOP sebagai acuan 

prosedur kodifikasi penyakit dan tindakan 

2. Motivasi dengan kinerja 

Gambaran kurangnya motivasi dengan kinerja petugas casemix dapat diketahui bahwa tidak adanya 

punishment disetiap kelalaian yang dilakukan oleh petugas bisa menyebabkan tingginya angka kesalahan 

kode diagnosa dan rendahnya kepatuhan dalam melengkapi berkas peryaratan klaim yang merupakan salah 

satu sebab terjadinya pending klaim. 

3. Kemampuan dengan motivasi kerja 

Gambaran kurangnya kemampuan dengan motivasi petugas casemix dapat diketahui bahwa ketidaktelitian 

petugas casemix dalam melengkapi kekurangan berkas persyaratan klaim dapat mempengaruhi terjadinya 

pending. Hal ini dibuktikan bahwa alasan pengembalian berkas klaim karena tidak lengkapnya hasil 

pemeriksaan penunjang pada lampiran berita acara hasil pengembalian berkas (BAPB) klaim yang diberikan 

petugas verifikator BPJS kesehatan kepada verifikator Rumah Sakit Muhammadiyah Lamogan. 

4. Kinerja dengan kemampuan  

Gambaran kurangnya kinerja dengan kemampuan petugas casemix dapat diketahui bahwa masih terdapat 1 

petugas dengan latar belakang SMA, latar belakang yang belum sesuai dengan kompetensi seorang perekam 

medis dapat mempengaruhi kinerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki petugas. Masa kerja yang dimiliki 

petugas belum bisa menentukan kemampuan karena kurangnya pelatihan dapat mempengaruhi ketepatan 

kode diagnosa. Hal tersebut dapat mempengaruhi terjadinya pending klaim. 
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